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Abstract 

 

Inequality is a problem due to uneven development. Regional expansion offers one solution to address this 

issue by utilizing the potential of each area. In Riau Islands Province, inequality is evident in the 

development process, with Batam City showing the highest development index across various sectors 

compared to the six other regencies and cities. A literature review, along with studies on regional potential 

and inequality, revealed that Location Quotient analysis indicated growth in the base sector across the 

regencies of Riau Islands Province. The Gini Coefficient data showed a downward trend in inequality over 

the past decade. However, significant disparities in per capita income persist, as reflected by the variation 

coefficient and Williamson Index. 
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Abstrak 

 

Ketimpangan merupakan masalah yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata. Pemekaran 

wilayah menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini melalui pemanfaatan potensi di 

setiap wilayah. Di Provinsi Kepulauan Riau, ketimpangan terlihat dalam proses pembangunan, dengan Kota 

Batam menunjukkan indeks pembangunan tertinggi di berbagai sektor dibandingkan dengan enam 

kabupaten/kota lainnya. Kajian literatur, serta studi pengukuran potensi dan ketimpangan, menunjukkan 

bahwa analisis Location Quotient mengindikasikan adanya peningkatan sektor basis di beberapa kabupaten 

di Provinsi Kepulauan Riau. Data Koefisien Gini juga menunjukkan tren penurunan ketimpangan selama 

satu dekade terakhir. Meskipun demikian, masih terdapat disparitas pendapatan per kapita yang besar di 

Provinsi Kepulauan Riau, seperti terlihat dalam koefisien variasi dan Indeks Williamson. 

Kata Kunci : Ketimpangan Pembangunan, Potensi Daerah, Pemerataan, Indeks Gini 

 

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan kesejahteraan dalam arti luas merupakan tujuan utama dari kebijakan 

pembangunan. Pembangunan itu sendiri merupakan sebuah proses yang melibatkan 

perubahan struktural “structural change” baik dalam sikap, mental, sosial, institusi, 

maupun target pembangunan, seperti percepatan pertumbuhan dan penanggulangan 

kemiskinan (Fitri et al., 2022). Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat 

melalui pertumbuhan ekonominya (Raharti et al., 2021). Pembangunan ekonomi menjadi 

salah satu bagian dari seluruh usaha pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. 

Pembangunan ekonomi menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan 

yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah 

meningkatkan pendapatan masyarakat, yang diiringi oleh pembangunan sosial, politik, 

dan budaya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses 

peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang (Fitri et al., 2022).  

Namun, dalam proses pembangunan selalu terdapat berbagai tantangan. Perbedaan dalam 

potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, dan kinerja setiap daerah 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan (Zasriati, 
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2022). Ketimpangan ini bahkan menjadi salah satu masalah global dalam pembangunan 

ekonomi. Todaro & Smith (2012) mengungkapkan bahwa masalah pembangunan tidak 

hanya tentang meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi juga tentang siapa 

yang ikut berperan dalam pertumbuhan tersebut. Jika pertumbuhan tersebut dihasilkan 

oleh sebagian besar masyarakat, maka manfaatnya pun akan dinikmati secara lebih 

merata. Sebaliknya jika pertumbuhan hanya dihasilkan oleh sebagian kecil golongan 

kaya, maka manfaatnya sebagian besar akan kembali ke golongan tersebut dan 

ketimpangan akan memburuk. Hal ini sejalan dengan studi OECD yang menunjukkan 

bahwa manfaat pertumbuhan tidak secara otomatis dapat mengalir (trickle down) ke 

seluruh lapisan masyarakat tanpa upaya pemerataan pembangunan (Nugroho, 2018) .  

Selain itu, penelitian OECD (2014) juga mengungkapkan bahwa ketimpangan 

pendapatan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka menengah. Ketimpangan menghambat akumulasi modal manusia, terutama 

pada rumah tangga berpenghasilan rendah, dengan membatasi akses mereka terhadap 

pendidikan dan keterampilan. Oleh karena itu, ketimpangan tidak hanya merupakan hasil 

dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, tetapi juga menjadi faktor yang 

menghambat pertumbuhan itu sendiri. 

Saat ini, tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan 

pengangguran (Klasen, 2010 ; Todaro & Smith, 2015). Agenda ini tercermin dalam target 

ke-8 Sustainable Development Goals (SDGs), yang menekankan pentingnya 

pertumbuhan inklusif untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan (Niekerk, 

2020). Menurut Todaro & Smith (2012), selain menanggulangi kemiskinan, pemerintah 

perlu menjaga distribusi pendapatan yang merata karena ketimpangan yang tinggi dapat 

menyebabkan inefisiensi ekonomi, ketidakstabilan sosial, dan ketidakadilan. 

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menjadi isu yang penting. Ketimpangan di 

Indonesia masih cukup lebar dengan koefisien Gini sebesar 0.38 pada September 2022 

(BPS, 2023b). Sebagai negara kepulauan dengan beragam geografi, sosial budaya, 

potensi alam, dan potensi ekonomi, kecepatan pembangunan di setiap wilayah berbeda-

beda, bergantung pada kualitas sumber daya dan pengelolaannya. Perbedaan dalam 

kecepatan pembangunan ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya disparitas 

antar wilayah di Indonesia. 

Ketimpangan pendapatan regional merujuk pada ketidakmerataan pendapatan antara 

masyarakat di satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sejumlah penelitian telah 

menganalisis dinamika pembangunan daerah dan evolusi ketimpangan pendapatan antar 

wilayah di Indonesia. Mengingat distribusi spasial yang tidak merata dalam hal sumber 

daya, infrastruktur publik, dan kegiatan ekonomi, ketimpangan spasial sulit dihindari. 

Bahkan, ketimpangan antar kabupaten/kota di dalam provinsi juga memainkan peran 

penting (Akita & Miyata, 2018). 

Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau, terdiri dari 

tujuh kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, serta Kota Batam dan Kota 

Tanjungpinang. Di antara wilayah-wilayah ini, Kota Batam menonjol sebagai kontributor 

utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Riau, 

dengan kontribusi mencapai lebih dari 64 persen (BPS, 2023a). Kondisi ini 

mengakibatkan disparitas pembangunan yang signifikan antara Kota Batam dan wilayah 



Jurnal Good Governance Volume 20 No. 2, September 2024 | 145 

 

 

 

lainnya di provinsi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

potensi dan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau 

dalam satu dekade terakhir. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi 

ketimpangan antarwilayah guna memfasilitasi persatuan, kohesi, dan stabilitas yang akan 

mendukung percepatan pembangunan nasional. 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus kajian bagi banyak peneliti 

di bidang administrasi dan ekonomi (Barbieri, 2009a, 2009b; Esping-Andersen & Myles, 

2012; Hilmer et al., 2012; Lamont, 2018; Singh et al., 2019; Snyder, 2004). Penelitian 

Ghifara et al. (2022) yang berjudul “The Effect of Economic Growth, Government 

Spending, and Human Development Index toward Inequality of Income Distribution in 

the Metropolitan Cities in Indonesia” menjelaskan bahwa ketimpangan dipahami sebagai 

salah satu aspek penting dalam pencapaian kesejahteraan. Ketimpangan ini dapat 

diminimalisir melalui pemerataan pendapatan yang didorong oleh pembangunan ekonomi 

berkelanjutan. Pengukuran ketimpangan ekonomi dalam penelitian ini mengacu pada 

nilai Indeks Gini (Gini Ratio). Lima kota metropolitan di Indonesia, termasuk Jakarta, 

Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang, dikategorikan memiliki ketimpangan sedang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sementara 

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah (belanja modal) memiliki pengaruh 

positif, namun tidak signifikan, terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kelima 

kota tersebut. Hasil penelitian ini dapat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah dalam mengambil langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan mengalokasikan belanja modal secara optimal guna memacu 

pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan (Awolaran 

et al., 2022; Husain et al., 2021; Ma et al., 2019; Mumtaz & Whiteford, 2017; Rudiana, 

2016; Sufriyadi, 2014). 

Penelitian Younsi & Bechtini (2018) berjudul “Economic Growth, Financial 

Development, and Income Inequality in BRICS Countries: Does Kuznets’ Inverted U-

Shaped Curve Exist?” menyelidiki ketimpangan pendapatan di beberapa negara BRICS, 

yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Untuk mengurangi ketimpangan 

pendapatan di negara-negara tersebut, para pembuat kebijakan disarankan merancang 

kebijakan fiskal yang tegas, serta mendorong pembangunan yang inklusif melalui 

redistribusi aset secara progresif dan pembangunan pedesaan. 

Pemekaran wilayah dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan potensi 

daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemekaran wilayah menjadi instrumen penting 

karena berpotensi meningkatkan pemerataan pembangunan. Penelitian Winarsi et al. 

(2020) yang berjudul “Sustainable Regional Expansion Model in Order to Increase The 

Regional Potency: Case Study in Indonesia” menyoroti bahwa asas desentralisasi 

digunakan untuk mendelegasikan kewenangan pembangunan kepada daerah. Pemerintah 

daerah diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki berdasarkan 

karakteristik sumber daya yang ada di wilayahnya. Hal ini sangat penting untuk 

menciptakan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah. Pemekaran daerah dilakukan 

dengan mempertimbangkan faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi wilayah, kondisi 

sosial-budaya dan politik, jumlah penduduk, serta luas wilayah, yang memungkinkan 

terlaksananya otonomi daerah secara efektif (Bisello, 2020; Forgues-Puccio & Lauw, 
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2021; Khan et al., 2020; Myeong et al., 2018; Pudzis et al., 2016; United Nation 

Conference on Trade and Development, 2010). Penelitian ini juga menekankan bahwa 

pemekaran daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat 

pembangunan demokrasi, pengelolaan keuangan, serta optimalisasi pengelolaan potensi 

wilayah (Br Sitepu & Maulana, 2021; Nurzaman & Rifa’i, 2019; Rozikin et al., 2020). 

Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan 

pelayanan publik di berbagai sektor. Upaya ini diwujudkan dengan memberikan 

kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya secara optimal dan 

berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Pemanfaatan potensi daerah juga dijabarkan pada penelitian Ariani & Suryantini, (2020) 

yang berjudul “Analysis of Regional Potency (Case Study in Kutai Kartanegara and 

Penajam Paser Utara Regencies)”. Penelitian ini menyoroti bahwa untuk menggerakkan 

perekonomian, pemerintah daerah membutuhkan modal, yang sebagian besar berasal dari 

potensi ekonomi daerah. Potensi ekonomi daerah merupakan sumber pendapatan daerah 

yang dapat dibedakan menjadi dua kategori: pertama, sumber pendapatan yang sudah ada 

dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan kedua, potensi ekonomi yang masih 

tersembunyi atau belum dioptimalkan, yang baru akan memberikan hasil setelah 

dilakukan upaya pengembangan yang tepat (Zulkarnaen, 2016). Potensi ekonomi daerah, 

apabila dikelola secara optimal, dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. 

Pembangunan ekonomi daerah juga harus mampu mendorong motivasi masyarakat 

setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi melalui 

pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sumber daya yang tersedia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur potensi dan 

ketimpangan. Potensi dilihat dari indeks Location Quotient (LQ) dan ketimpangan diukur 

dengan koefisien Gini, koefisien variasi, serta indeks Williamson. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis potensi dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi 

Kepulauan Riau selama satu dekade terakhir. Data yang dianalisis bersumber dari Badan 

Pusat Statistik, yaitu data Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga 

Berlaku (PDRB per Kapita ADHB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

kabupaten/kota menurut lapangan usaha, dan koefisien Gini. Periode data mencakup 

tahun 2010 hingga 2022. Pendekatan dan metode analisis dijelaskan pada sub-bagian 

berikutnya.  

Analisis Potensi dengan Indeks Location Quotient 
Location Quotient (LQ) mengukur keunggulan komparatif sektor ke-j di kabupaten/kota 

ke-i relatif terhadap wilayah yang lebih luas, seperti provinsi atau negara. Persamaan LQ 

adalah sebagai berikut: 

 

𝐿𝑄𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗/𝑋𝑖.

𝑋.𝑗/𝑋..
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𝐿𝑄𝑖𝑗:  proporsi PDRB sektor ke-j di kabupaten/kota ke-i terhadap proporsi PDRB 

sektor yang sama di Provinsi Kepulauan Riau 

𝑋𝑖𝑗:  PDRB dari sektor ke-j di kabupaten/kota ke-i 

𝑋𝑖.:  total PDRB dari semua sektor di kabupaten/kota ke-i. 

𝑋.𝑗:  total PDRB dari sektor ke-j di Provinsi Kepulauan Riau 

𝑋..:  total PDRB Provinsi Kepulauan Riau  

 

Ketika nilai 𝐿𝑄𝑖𝑗 lebih dari 1, ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut adalah 

sektor basis, yang menunjukkan bahwa komoditas j di wilayah yang diteliti mempunyai 

keunggulan komparatif. Jika nilai 𝐿𝑄𝑖𝑗 sama dengan 1 menandakan sektor non basis, di 

mana komoditas j di wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif dan hanya 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lokal. Lebih lanjut, nilai 𝐿𝑄𝑖𝑗kurang dari 1 

menunjukkan bahwa sektor tersebut juga non basis, dengan komoditas j yang tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga memerlukan impor dari wilayah lain.  

  

Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
Ekonom umumnya membedakan dua jenis utama pengukuran distribusi pendapatan 

untuk analisis dan kuantitatif, yaitu distribusi pendapatan personal dan distribusi 

pendapatan faktor fungsional (Todaro & Smith, 2012). Distribusi pendapatan personal 

merujuk pada alokasi total pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau keluarga 

dalam masyarakat. Di sisi lain, distribusi pendapatan faktor fungsional berkaitan dengan 

proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh setiap faktor produksi seperti tanah, 

tenaga kerja, dan modal. Beberapa indikator digunakan untuk mengukur ketimpangan, 

sebagaimana akan dijelaskan berikut ini: 

1. Koefisien Gini 

Tingkat relatif ketimpangan pendapatan dalam suatu negara dapat ditentukan 

melalui perhitungan rasio antara area di bawah kurva Lorenz dan diagonal dengan 

total area setengah persegi di mana kurva tersebut berada. Rasio ini umumnya 

dikenal sebagai koefisien Gini, sebuah indikator yang mengukur ketimpangan 

agregat. Nilai koefisien Gini berkisar dari 0, yang menandakan kesetaraan total, 

hingga 1, yang menunjukkan ketidaksetaraan total. Menurut Todaro & Smith 

(2012), koefisien Gini antara 0,50 dan 0,70 umumnya mengindikasikan negara 

dengan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata. Sebaliknya, negara 

dengan distribusi yang lebih merata memiliki koefisien Gini antara 0,20 hingga 

0,35, sedangkan nilai sekitar 0,44 menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif 

tinggi. 

 
Gambar 1.  Koefisien Gini 

Sumber: (Todaro & Smith, 2012) 
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2. Koefisien Variasi 

Dalam statistik, koefisien variasi (CV) adalah ukuran dispersi yang umum 

digunakan, dihitung dengan membagi deviasi standar sampel dengan rata-rata 

sampel. Ini merupakan indikator ketidaksetaraan lain yang memenuhi empat 

kriteria yang sama dengan koefisien Gini. Koefisien variasi efektif untuk menilai 

seberapa jauh data menyebar dari rata-rata mereka. Nilai CV yang lebih rendah 

menunjukkan bahwa data lebih seragam (homogen), sedangkan nilai yang lebih 

tinggi menunjukkan keragaman data yang lebih besar (heterogen). Formula untuk 

koefisien variasi adalah sebagai berikut: 

𝐶𝑉 =   
𝑠

𝑥
× 100 % 

 

               CV       = Koefisien Variasi 

                s        = Standar Deviasi 

                𝑥  = Rata-rata 

 

3. Indeks Williamson 

Indeks Williamson mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah, 

dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 

masing-masing wilayah. Metodologi pengukuran ini menetapkan bahwa nilai 

indeks yang lebih tinggi mengindikasikan perbedaan ekonomi yang lebih besar 

antara wilayah dan rata-rata mereka. Formula untuk menghitung Indeks 

Williamson adalah sebagai berikut: 

 

𝐼𝑤  =  
√∑ (𝑌𝑖 − 𝑌)

2
𝑓𝑖/𝑛

𝑌
 

𝐼𝑤:  Indeks Williamson 

𝑌𝑖:  PDRB per kapita kabupaten/kota ke-i 

𝑌 :  Rata-rata PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota 

fi/n:  Proporsi populasi penduduk kabupaten/kota ke-i terhadap total populasi 

penduduk Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Nilai Indeks Williamson yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan 

yang lebih besar antara kabupaten atau kota. Nilai Indeks Williamson sebesar 0 

menandakan bahwa tidak ada ketimpangan, atau distribusi yang merata sempurna; 

nilai hingga 0,3 menunjukkan kesenjangan yang rendah; nilai antara 0,3 dan 0,5 

menandakan kesenjangan yang moderat; dan nilai dari 0,5 hingga 1 menunjukkan 

kesenjangan yang sangat tinggi. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Potensi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau 

Indeks Location Quotient 

Analisis Location Quotient (LQ) menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto 

Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi 

Kepulauan Riau untuk tahun 2010 dan 2022 menunjukkan keberagaman sektor basis di 

masing-masing wilayah. Sektor basis, diidentifikasi dengan nilai LQ yang lebih dari 1, 
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mencerminkan konsentrasi kegiatan tertentu di sebuah kabupaten atau kota relatif 

terhadap keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau. Detail lengkap dari hasil analisis LQ ini 

dapat dilihat dalam tabel yang disajikan berikut ini: 

 

Tabel 1. Nilai Indeks Location Quotient untuk Setiap Lapangan Usaha di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun 2010 dan 2022 

 

 
Sumber: (BPS 2023, diolah) 

 

Keterangan: 

Sektor Basis (LQ>1) 

 
 

Tabel 2. Identifikasi Sektor Basis di Provinsi Kepulauan Riau 

 
Sumber: (BPS 2023, diolah) 
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Analisis LQ menunjukkan bahwa secara keseluruhan pertanian masih menjadi sektor 

basis bagi seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.  Dari tahun 2010 ke 

tahun 2022, terdapat 3 kabupaten dan 1 kota yang sektor basisnya tetap, yaitu Kabupaten 

Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan sektor basis Pertanian dan 

Pertambangan, Kabupaten Lingga dengan sepuluh sektor basisnya dan Kota 

Tanjungpinang dengan 11 sektor basisnya yang seluruhnya adalah sektor jasa-jasa. 

Kabupaten Karimun mengalami sedikit perubahan dengan masuknya sektor konstruksi 

sebagai sektor basis, sedangkan Kabupaten Bintan banyak berkembang dengan 

penambahan empat sektor basis. Kota Batam yang pada tahun 2010 memiliki sepuluh 

sektor basis, kini berkurang menjadi enam sektor basis. Pergeseran ini disebabkan karena 

peningkatan peran masing-masing sektor basis tersebut yang lebih cepat ataupun lebih 

lambat dari perkembangannya di level provinsi. 

 

3.2 Analisis Ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau 

Koefisien Gini 

Untuk menilai tingkat ketimpangan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS, 2023b) 

memanfaatkan data pengeluaran dari Susenas sebagai pengganti pendapatan. Berikut 

disajikan evolusi Koefisien Gini di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan 

Riau selama rentang waktu 2014 hingga 2022. 

 

Gambar 2. Perkembangan Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 

2014-2022 
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Berdasarkan data Koefisien Gini di atas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di 

Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren penurunan selama satu dekade terakhir. 

Distribusi pengeluaran di provinsi ini relatif merata, dengan rata-rata koefisien Gini 

sebesar 0,35 selama 10 tahun terakhir. Jika melihat tren per kabupaten/kota, Kabupaten 

Bintan, Natuna, dan Lingga mengalami penurunan ketimpangan yang konsisten. Di sisi 

lain, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 

menunjukkan penurunan ketimpangan di pertengahan periode, namun sedikit meningkat 

pada beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, Kabupaten Karimun mengalami peningkatan 

ketimpangan pada pertengahan periode, namun trennya kembali menurun pada beberapa 

tahun terakhir. 

Pada tahun 2022, dibandingkan dengan wilayah lainnya, ketimpangan distribusi 

pengeluaran tertinggi berada di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, dengan Koefisien 

Gini masing-masing sebesar 0,336 dan 0,347. Sementara itu, Kabupaten Karimun, 

Bintan, dan Lingga memiliki tingkat ketimpangan terendah, meskipun ketimpangan di 

semua wilayah ini masih berada dalam kategori relatif merata (di bawah 0,35). 

 

 
Gambar 3. Peta Tematik Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 

Tahun 2022 
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Koefisien Variasi 

Koefisien variasi menunjukkan kesenjangan PDRB per kapita antar Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kepulauan Riau tergolong besar, namun trennya cenderung menurun pada 

periode sebelum pandemi, menunjukkan adanya peningkatan homogenitas. Selama 

periode pandemi, ketimpangan tersebut mencapai titik terendahnya, namun kembali 

meningkat pada tahun 2021-2022. 

 
Gambar 4. Koefisien Variasi PDRB Perkapita ADHB 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2013-2022 

 

Selama masa pandemi, kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi, yaitu Natuna dan 

Kepulauan Anambas, mengalami penurunan signifikan dalam pendapatan per kapita. 

Penurunan ini menyebabkan penyempitan kesenjangan antar kabupaten/kota di tahun 

2020. Namun, seiring dengan pulihnya pendapatan di kedua kabupaten tersebut, 

kesenjangan kembali meningkat, yang berkontribusi pada naiknya ketimpangan pada 

periode 2021-2022. 

 

Tabel 3. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Koefisien Variasi, 2013-2022 

 
 

Indeks Williamson 

Setelah mempertimbangkan proporsi penduduk masing-masing kabupaten/kota, variasi 

data PDRB per kapita di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren penurunan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, distribusi pendapatan di 

Kepulauan Riau semakin homogen. Namun, jika dilihat dari nilai indeks, pada tahun 2010 

Indeks Williamson sebesar 0,55 mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan yang 

sangat tinggi. Kemudian, pada tahun 2020, indeks ini menurun menjadi 0,37, yang berarti 

ketimpangan beralih ke kategori sedang. 
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Gambar 5. Indeks Williamson PDRB Perkapita ADHB 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2010 dan 2020 

 

Berbeda dengan Koefisien Gini yang mengukur ketimpangan menggunakan pendekatan 

pengeluaran, Koefisien Variasi dan Indeks Williamson yang menggunakan pendekatan 

pendapatan per kapita menunjukkan bahwa disparitas pendapatan di Provinsi Kepulauan 

Riau masih relatif tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya dua kabupaten 

dengan potensi pertambangan yang besar, yaitu Kabupaten Natuna dan Kepulauan 

Anambas, yang memiliki sektor minyak dan gas. Jumlah penduduk yang relatif kecil di 

kedua kabupaten ini menyebabkan pendapatan per kapita mereka sangat tinggi, bahkan 

melampaui Kota Batam. Akibatnya, kesenjangan pendapatan per kapita antar 

kabupaten/kota menjadi semakin lebar. 

 

 
 

Gambar 6. PDRB ADHB Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kepulauan Riau (Triliun Rupiah), 2022 

Secara keseluruhan, PDRB ADHB di Kabupaten/Kota Kepulauan Riau masih 

menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara Kota Batam dan daerah lain di 

sekitarnya. Kota Batam mengalami pertumbuhan pesat, di mana pembangunannya 

diarahkan menjadi kawasan industri yang melayani kebutuhan industri Singapura karena 

lokasinya yang dekat dengan perbatasan Indonesia-Singapura. Hingga kini, Batam juga 

dikenal sebagai tujuan wisata belanja yang menarik pengunjung baik dari dalam negeri 

maupun mancanegara. Namun, perkembangan ini belum berdampak secara merata ke 

daerah sekitarnya, menciptakan ketimpangan pembangunan. 
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Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Poles Theory), 

yang menempatkan Batam sebagai pusat pertumbuhan. Teori ini menyatakan bahwa 

pembangunan wilayah terjadi secara bertahap, dimulai dari pusat pertumbuhan yang 

memiliki potensi ekonomi dan karakteristik khusus, dengan adanya keterkaitan ekonomi 

antar wilayah. Selain memberikan efek penyebaran sumber daya (spread effect), 

pembangunan pusat pertumbuhan juga bisa menimbulkan dampak negatif berupa 

pengurasan sumber daya dari daerah sekitarnya (backwash effect), dan gabungan 

keduanya dikenal sebagai net spillover effect (Capello, 2009). 

Manfaat pembangunan pusat pertumbuhan terhadap wilayah sekitarnya hanya akan terasa 

jika didukung dengan penguatan infrastruktur dan transfer teknologi. Tanpa dukungan 

ini, migrasi sumber daya secara berlebihan dapat terjadi, menguras potensi daerah sekitar. 

Kondisi ini terlihat pada kemajuan Batam yang tidak disertai perkembangan serupa di 

daerah sekitarnya, yang menunjukkan kegagalan dalam proses penyebaran pertumbuhan 

karena tidak berfungsinya efek trickle-down secara optimal, sehingga ketimpangan antar 

wilayah semakin tajam. Daerah hinterland cenderung tertinggal akibat pengurasan 

sumber daya oleh pusat pertumbuhan. Industrialisasi yang tidak merata memicu efek 

backwash yang berlebihan, tanpa disertai spread effect yang memadai, sehingga 

menciptakan polarisasi dan migrasi tenaga kerja serta minat investasi yang terpusat pada 

kawasan pertumbuhan (Conroy, 1973). 

 

KESIMPULAN 

Analisis Location Quotient (LQ) mengungkapkan peningkatan sektor basis di beberapa 

kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Karimun dan Bintan, yang menandakan 

perkembangan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Kenaikan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) secara tahunan menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di 

provinsi ini semakin mengurangi disparitas pembangunan terhadap Kota Batam, yang 

telah lama menjadi pusat ekonomi yang mapan. Hasil penghitungan Koefisien Gini 

menunjukkan tren penurunan ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau selama dekade 

terakhir, dengan distribusi pengeluaran yang relatif merata, yang ditunjukkan oleh rata-

rata koefisien Gini sebesar 0,35 selama 10 tahun. Akan tetapi, meskipun Koefisien Gini, 

yang mengukur kesenjangan melalui pendekatan pengeluaran, menunjukkan peningkatan 

pemerataan, Koefisien Variasi dan Indeks Williamson yang mengadopsi pendekatan 

pendapatan per kapita, mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan di provinsi ini 

masih sangat tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh dua kabupaten yang memiliki 

pendapatan per kapita sangat tinggi, yang berkontribusi pada perluasan kesenjangan 

pendapatan per kapita antar kabupaten/kota dalam provinsi. 

IMPLIKASI KEBIJAKAN 

Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, perlu 

diimplementasikan serangkaian strategi kebijakan yang terintegrasi. Pemberian insentif 

fiskal dan subsidi untuk mendukung pengembangan investasi di sektor-sektor basis lokal 

seperti pertanian, pertambangan, dan jasa merupakan langkah krusial yang dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi. Ekspansi infrastruktur di daerah-daerah kurang berkembang, 

yang mencakup peningkatan fasilitas transportasi, energi, dan teknologi informasi, akan 

memfasilitasi integrasi ekonomi lokal dengan pasar yang lebih luas dan meningkatkan 

aksesibilitas. 
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Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, terutama pendidikan vokasional 

yang relevan dengan industri setempat, adalah fundamental untuk membangun kapasitas 

masyarakat lokal. Ini memungkinkan warga setempat untuk lebih berkontribusi dan 

mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pembangunan yang 

inklusif harus diadopsi untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan secara merata 

di seluruh lapisan masyarakat. Penting juga untuk meningkatkan kolaborasi antara 

pemerintah daerah dan sektor swasta dalam membentuk kemitraan yang mendukung 

pengembangan ekonomi lokal. 

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif juga esensial untuk 

mengukur kemajuan dan dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Implementasi 

strategi ini secara koordinatif dan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan 

terwujudnya pembangunan yang merata dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di 

seluruh Provinsi Kepulauan Riau. 
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